BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR :200.1.4.4 /208 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus
memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas
Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo, perlu
dilakukan pengawasan dan monitoring;

c. bahwa Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan telah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor:
220/241 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten
Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan anggota Tim,
maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 220/241 TAHUN
2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo perlu
diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Tim
Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);




Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4430);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1051);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
300);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU sebagai berikut:
a. memantau/monitoring keberadaan dan kegiatan Organisasi
Kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo;
b. melakukan pengawasan terhadap aktivitas Organisasi
Kemasyarakatan,;
c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan
kegiatan Organisasi Kemasyarakatan;
d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait
kegiatan Organisasi Kemasyarakatan; dan
e. melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Bupati
melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo.
KEEMPAT Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor: 220/241 TAHUN 2023 tentang Pembentukan
Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di
Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Maret 2024
& BUPATI SUKOHARJO, f
e
ETIK SURYAN
TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo;

4. Tim yang bersangkutan.
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Lampiran

Nomor

Tanggal

Keputusan Bupati Sukoharjo
1200.1.4.4 /208 TAHUN 2024

“\% Maret apaq

SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

KEDUDUKAN
NO. NAMA/NIP/JABATAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 -+
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan  nasehat,
arahan, dan petunjuk
2. | Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan  nasehat,
arahan, dan petunjuk
3. |Kepala Badan Kesatuan Bangsa Ketua Bertanggung jawab
dan Politik Kabupaten Sukoharjo terhadap pelaksanaan
kegiatan
4. |Kepala Bidang Politik Dalam Sekretaris | Bertanggung jawab di
Negeri dan Organisasi bidang kesekretariatan
Masyarakat pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sukoharjo
5. | Sekretaris Badan = Kesatuan Anggota Bertanggung jawab
Bangsa dan Politik Kabupaten sesuai bidang tugasnya
Sukoharjo
6. | Kepala Seksi Bimbingan Bertanggung jawab
Masyarakat Islam pada Kantor sesuai bidang tugasnya
Kementerian Agama Kabupaten
Sukoharjo
7. | Kepala Sub Seksi Intelijen pada Anggota Bertanggung jawab
Kejaksaan Negeri Sukoharjo sesuai bidang tugasnya
8. | Kepala Urusan Pembinaan Anggota Bertanggung jawab
Operasional Satuan Reserse sesuai bidang tugasnya
dan Kriminal pada Kepolisian
Resor Sukoharjo
9. | Bintara Intelijen 21 Komando Anggota Bertanggung jawab
Distrik Militer 0726 Sukoharjo sesuai bidang tugasnya
10. | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Anggota Bertanggung jawab

Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
Badan Kesatuan Bangsa dan

sesuai bidang tugasnya

Politik Kabupaten Sukoharjo




1 2 3 +

11 | Kepala Bidang Kewaspadaan Anggota Bertanggung jawab
Nasional dan Penanganan Konflik sesuai bidang tugasnya
Sosial pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten
Sukoharjo

12 | Kepala Sub Bagian Program Anggota Bertanggung jawab
Anggaran pada Badan Kesatuan sesuai bidang tugasnya
Bangsa dan Politik Kabupten
Sukoharjo

13 | Bendahara pada Badan Kesatuan Anggota Bertanggung jawab
Bangsa dan Politik Kabupaten sesuai bidang tugasnya
Sukoharjo

14 | Dwi Wahyuni,SH Anggota Bertanggung jawab
NIP.198206202009032006 sesual bidang tugasnya
Analis Hukum Ahli Muda pada
Bagian Hukum Sekretariat aerah
Kabupaten Sukoharjo

15. | Basuki Rahmat, S. Sos Anggota Bertanggung jawab
NIP. 196710251999021001 Resinl Ridang Nigasaya
Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Sukoharjo

16 | Suyanti, SE, MH Anggota Bertanggung jawab
NIP. 196702071991122001 ST BLUES SRS
Analis Kebijakan  Ahli Muda
pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Sukoharjo

17 | Uncahyani Cipto Putri Anggota Bertanggung jawab

NIP. 197009161991022002

Pengadministrasi Umum Bidang
Politik Dalam  Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan
pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Sukoharjo

sesuai bidang tugasnya

{ BUPATI SUKOHARJO, f
=

"YETI SURYANI




